FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA 

PERCERAIAN DI KABUPATEN KLATEN  

TAHUN 2016 

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten) by MUSTHOFA, . & Andi, Mardian, S.H., M.H.
i 
 
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA 
PERCERAIAN DI KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2016 
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten) 
 
SKRIPSI 
Diajukan Kepada 
Fakultas Syari‟ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh 
Gelar Sarjana Hukum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh : 
MUSTHOFA 
NIM. 12.2.1.2.1.028 
 
 
 
JURUSAN HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH) 
FAKULTAS SYARI’AH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SURAKARTA 
2019 
  
ii 
 
 
  
iii 
 
 
  
iv 
 
 
  
v 
 
 
  
vi 
 
MOTTO 
 
 
ُقاٍََّطٌا ِللها ًٌَِإ ِياٍََحٌْا ُضَغِتَا 
“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah Talak (perceraian).” 
(H.R Abu Dawud dan Hakim) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a H} Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ن Kaf K Ka 
ي Lam L El 
َ Mim M Em 
ْ Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ٖ Ha H Ha 
ء Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ٌ Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ Fathah A A 
 ِ Kasrah I I 
 ُ Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتو Kataba 
2. سوذ Z|ukira 
3. ة٘رَ Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...ؤ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...ؤ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فُو Kaifa 
2. حىي  Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ٌ...ؤ Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ؤٌ...  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...ؤ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. يال Qa>la 
xii 
 
2. ًُل Qi>la 
3. يىمَ Yaqu>lu 
4. ٍِز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. يافطلأا ةضوز Raud}ah al-at}fa>l / raud}atul at}fa>l 
2. ةحٍط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. إٓتز Rabbana 
xiii 
 
2. يٓصٔ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  يا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ًجٓسٌا Ar-rajulu 
2. يلالجا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ًوؤ Akala 
xiv 
 
2. ْورخإت Taꞌkhuz|una 
3. ؤٌٕا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 يىسزلاإ دحمم اِ و Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 ينلماعٌا بز للهدّلحا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
xv 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينلشاسٌايرخ ىله للها ْإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ْاصُلماو ًُىٌا اىفوإف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
MUSTHOFA NIM 12.2..2.1.028 “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB 
TERJADINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)” 
 
Setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah yang akan timbul. 
Jika suami istri dalam rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menyikapi atau 
mengendalikan diri masing-masing, tidak menutup kemungkinan akan terjadi 
percekcokan dan keretakan dalam rumah tangga. Apabila percekcokan dan 
keretakan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin didamaikan, maka jalan 
terakhir yaitu perceraian. Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat 
ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah 
mengadakan perdamaian atau mediasi secara maksimal tetapi tidak membuahkan 
hasil. 
 Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Klaten bahwa 
perceraian yang terjadi Kabupaten Klaten pada tahun 2016 yaitu 1804 kasus. 
Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab 
terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2016. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu 
penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 
terjadi saat sekarang. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang berupa laporan tahunan Pengadilan Agama tentang faktor-faktor 
penyebab perceraian tahun 2016, peraturan perundang-undangan, makalah-
makalah dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. 
Analisis data dilakukan dengan metode deduktif yaitu dengan cara menarik 
kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. 
 Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-
faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 
adalah karena tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, karena 
ekonomi, karena gangguan pihak ketiga, karena krisis akhlak, karena cemburu, 
karene kawin paksa, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dan cacat biologis. 
 
Kata kunci : Perceraian dan Pertimbangan Hakim 
xix 
 
 
ABSTRACT 
 
MUSTHOFA NIM. 12.2.1.2.1.028 Factors Causing Divorce in Klaten Regency 
in 2016 (Case Study in the Klaten Religious Court) 
 
Every household life there must be a problem that will arise.  If the 
husband and wife in the household are unable to respond or control themselves, 
there is a possibility that there will be disputed and rifts in the household. If 
disputes and rifts in the household are imposible to reconcile, then the final path is 
divorce. Divorce is the last solution that can be taken by a husband and wife in 
ending the marriage bond after making a maximum of peace or mediation but still 
not produce results. 
 
Based on data obtained from the Klaten Religious Court that the divorce 
that occurred in Klaten district in 2016 was 1804 cases. The purpose of this study 
was to find out the factors that caused the divorce in the Klaten Religious Court in 
2016. The research method used in the research is descriptive research, namely 
research that seeks to describe a phenomenon, event, event that occurs now. The 
data needed in this study are secondary data in the form of the annual Klaten 
Religious Court report on the factors that cause 2016 divorce, legislation, papers 
and literature books related to research material. Data analisis is done by 
deductive method that is by drawing conclusions from general things to spesific 
things. 
 
Based on the results of the study, it can be concluded that the causes of 
divorce in Klaten Regency in 2016 were that there was no harmony, no 
accountability, because the economy, because of third party interference, due to 
oral crisis, because of jealousy, due to force marriage, physical cruelty, mental 
cruelty and biological disability. 
 
Keywords : Divorce and Consideration of the Judge 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Islam adalah agama sempurna yang ajarannya mencakup seluruh 
aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-
hal yang besar, karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah Dzat 
Yang Maha Mengetahui, yaitu Al Qur‟an.  
Hukum yang ada dalam Al Qur‟an selalu teraplikasikan dalam 
segala sikap dan perbuatan Rasul yang disebut dengan Hadits atau as-
Sunnah. Jika kedua sumber hukum Islam tersebut tidak mencakup suatu 
masalah furu’iyah maka ra’yu atau ijtihad menjadi sumber hukum setelah 
al-Qur‟an dan as-Sunnah.1 
Diantara hukum-hukum yang dijelaskan dalam al Qur‟an terdapat 
hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah keluarga. Bahkan jika 
dikaji lebih jauh, hukum keluarga dijelaskan secara terinci. Misalnya, 
hukum-hukum tentang pernikahan, mahram, perceraian, macam-macam 
iddah, pembagian harta pusaka, dan sebagainya.  Secara rinci al-Quran 
menjelaskan hukum pernikahan, dari masalah wanita-wanita yang haram 
dinikahi, sampai ke masalah thalak, rujuk dan juga masalah iddah. 
Demikian pula dalam masalah warisan, pembagian masing-masing pihak 
yang menjadi ahli waris, dirinci sedemikian rupa.
2
  
  
                                                             
1
 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal, Bandung : Remaja 
Rosdakarya, 2013 hlm. 9. 
2
 Ibid., hlm.16-17. 
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Kaitannya dengan hukum keluarga, Ali Afandi mengatakan bahwa 
ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan 
ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan 
kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Hubungan 
keluarga ini sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan 
anak dan orangtua, hukum waris, perwalian, dan pengampuan. Satu bagian 
yang penting di dalam hukum keluarga adalah hukum perkawinan, yang 
kemudian dibagi menjadi dua, yaitu hukum perkawinan dan hukum 
kekayaan dalam perkawinan. Menurut Ali Afandi yang dikutip oleh Boedi 
Abdullah, hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan 
yang berhubungan dengan suatu perkawinan.
3
   
Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di 
dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, 
timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Akad perkawinan 
dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan 
suci yang terkait dengan keyakinan keimanan kepada Allah. Dengan 
demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu 
perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang 
menjadi tujuan perkawinan dalam islam yakni terwujudnya keluarga 
sejahtera (mawadah wa rahmah) dapat terwujud.
4
  
                                                             
3
 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani,  Perkawinan dan Perceraian Keluarga 
Muslim, Bandung : Pustaka Setia, 2013, hlm. 24-25. 
4
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Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci namun tidak 
boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. 
Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti 
yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat 
diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang 
alamiah,  bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa 
juga putus ditengah jalan.
5
  
Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu yang selama-
lamanya sampai matinya salah seorang suami-istri. Inilah sebenarnya yang 
dikehendaki agama Islam.
6
 Namun sering kali apa yang menjadi tujuan 
perkawinan kandas diperjalanan. Perkawinan harus putus ditengah jalan.
7
 
Dimana dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki 
putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap 
dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam 
membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha 
melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah 
suatu jalan keluar yang baik.
8
  
Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, 
karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga 
dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia 
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dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari 
talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.
9
  
Perceraian  adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya 
perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan 
perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun 
penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian 
suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran 
selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada 
pulayang bercerai karena salah satu dari suami istri tidak lagi fungsional 
secara biologis.
10
   
Setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah yang akan 
timbul. Jika suami istri dalam rumah tangga tersebut tidak mampu untuk 
menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing, tidak menutup 
kemungkinan akan terjadi percekcokan dan keretakan dalam rumah 
tangga. Apabila percekcokan dan keretakan dalam rumah tangga sudah 
tidak mungkin didamaikan, maka jalan terakhir yaitu perceraian. 
Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri 
dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan atau mediasi 
secara maksimal tetapi tidak membuahkan hasil. 
Perceraian sendiri bukanlah hal yang patut direncanakan, karena 
perceraian itu dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun Sebagai 
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contohnya Kabupaten Klaten yang  letak geografisnya terletak diantara 
dua kota besar yaitu Surakarta (Solo) dan Daerah Istimewa Yogjakarta 
(Jogja). Masyarakat di kabupaten Klaten memiliki beragam profesi mulai 
dari petani, pedagang, PNS, pejabat dll. Dari latar belakang yang berbeda 
maka akan timbul kemajemukan dalam masyarakatnya yang punya sifat 
dan kepribadian yang berbeda, maka disitulah muncul banyak masalah 
perceraian. 
Perceraian yang terjadi di Kabupaten Klaten sesuai dengan data 
yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Klaten, pada tahun 
2016 jumlah perceraian yaitu sebanyak 1804 putusan perceraian.
11
 Apa 
yang menjadi penyebab perceraian tersebut ? 
Dengan bertitik tolak pada landasan pemikiran tersebut di atas dan 
mengingat pentingnya melakulan penelitian yang membahas masalah 
tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang 
berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kabupaten 
Klaten tahun 2016”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah :  
1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten 
Klaten tahun 2016?   
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di 
Kabupaten Klaten tahun 2016.   
2. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan dari hakim dalam memutuskan 
perkara. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi data untuk kegiatan penelitian 
yang lain, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab 
terjadinya perceraian. 
2. Hasil temuan penelitian ini diharapkan bisa jadi sumbangan pemikiran 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi pembaca pada 
khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya mengenai permasalahan 
faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.  
E. Kerangka Teori 
Thalaq (perceraian), diambil dari kata “ithlaq”, artinya 
“melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah agama, talak artinya 
melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan perkawinan. 
Melepaskan ikatan pernikahan, artinya bubarnya hubungan suami istri. 
Putusnya perkawinan atau perceraian.
12
  
Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah 
“Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud perkawinan adalah 
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menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara 
seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang  Maha Esa”.  Jadi, perceraian adalah 
putusnya ikatan lahir dan bathin antara suami istri yang mengakibatkan 
berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri 
tersebut.
13
  
Perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan 
dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan 
itu”, seperti yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin dalam bukunya 
Hukum Perceraian. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah 
penghapusan perkawinan baik dengan putusan pengadilan atau tuntutan 
suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara 
suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan 
pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan 
kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, 
pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian 
perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah 
diuraikan di atas.
14
 
Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur 
kemaslahatan karena setiap jalan perdamaian antara suami istri yang 
bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Perceraian setidaknya merupakan 
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alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak.
15
 Walaupun 
diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian 
adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam 
sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim, 
yaitu:
16
 
ٌْا ُضَغِتَاَحاٍَِللها ًٌَِإ ِي اَّطٌ ُقاٍَ  
“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah 
perceraian.”17 
Dalam Islam bercerai pada dasarnya “terlarang” atau tidak 
diperbolehkan kecuali karena ada alasan yang dibenarkan oleh syara’. Hal 
ini sejalan dengan pendapat madzhab Hanafi dan Hambali, mereka 
beralasan bahwa bercerai merupakan kufur nikmat, karena perkawinan 
adalah suatu nikmat, sedangkan kufur terhadap nikmat Allah hukumnya 
haram, sehungga bercerai adalah haram kecuali darurat.
18
   
Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan 
suami-istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk 
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tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya 
perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan :
19 
1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah 
seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula 
hubungan perkawinan. 
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan 
dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam 
bentuk inidisebut talak, 
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu 
yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak 
berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang 
disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh 
dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. 
Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu’, 
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah 
melihat adanya sesuatu pada suami dan/  pada istri yangmenandakan tidak 
dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan 
dalam bentuk ini disebut  fasakh.    
Disamping itu terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan 
hubungan suami istri yang dihalalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, 
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namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara‟. 
Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk :
20
 
1. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya 
dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila si suami 
telah membayar kafarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk 
ini disebut zhihar. 
2. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpahuntuk 
tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar 
kafarah atas sumpahnya itu, namun perkawinannya tetap utuh. Terhentinya 
hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut ila’. 
3. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah 
atas kebenaran tuduhannya terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai 
selesai proses li‟an dan perceraian di muka hakim. Terhentinya 
perkawinan dalam bentuk ini disebut li’an.  
Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang Putusnya 
perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 bahwa perkawinan 
dapat putus karena (a) Kematian (b) Perceraian (c) Keputusan Pengadilan. 
Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa : 
1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak, 
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2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami 
istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai isuami istri 
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan tersendiri.
21
 
Tata cara pelaksanaan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah 
No.  9 Tahun 1975 pada bab V Pasal 14-36. Dalam pasal 14 dinyatakan 
bahwa “ seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut 
agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada 
Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia 
bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta 
meminta kepad Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”22 
Alasan-alasan yang dimaksudkan oleh pasal 14 yang harus 
dituangkan dalam surat pengajuan pihak suami atau istri yang bermaksud 
melaksanakan perceraian, dalam konteks permohonan talak atau cerai 
gugat, terdapat dalam pasal 19, yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan 
atau alasan-alasan: 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 
danlain sebagainya yang sukar disembuhkan, 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sahatau karena hal lain di luar 
kemampuannya, 
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3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaanberat yang 
membahayakan pihak lain. 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, 
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
23
 
KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UUP, 
walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan 
aturan-aturan yang lebih rinci, KHI memuat masalah  Putusnya 
Perkawinan pada Bab XVI. 
Pasal 113 dinyatakan : Perkawinan dapat putus karena : 
a. Kematian 
b. Perceraian, dan 
c. Atas putusan Pengadilan 
Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan 
pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian 
yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh 
gugatan perceraian. 
Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak, KHI 
menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah, 
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Ikrar suami dihadapan Pengadilan sidang Pengadilan Agama yang 
menjadi salah satu sebab perkawinan dengan cara sebagaimana 
dimakud dalam pasal 129, 130, dan 131” 
 
KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus 
disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU No. 7 
Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama juga menjelaskan hal yang sama 
seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi, 
Seseorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan 
istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk 
mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak” 
 
Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang 
pengadilan agama dinyatakan pada pasal 115. Sedangkan yang berkenaan 
dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 
116 yang berbunyi, 
  Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan 
yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya 
14 
 
 
 
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak lain 
e. Salah satu pihakmendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 
istri. 
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam 
rumah tangga. 
g. Suami melanggar taklik talak 
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga 
F. Tinjauan Pustaka 
Dari hasil penelusuran penulis yang dilakukan terhadap karya tulis 
atau skripsi yang telah disusun mahasiswa sebelumnya, penulis tidak 
menemukan yang secara khusus membahas atau mengadakan penelitian 
tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama 
Klaten. 
Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap skripsi-
skripsi yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya, memang ada 
sebagian yang mengangkat tema mengenai putusnya perkawinan 
15 
 
 
 
(perceraian) yang disebabkan oleh berbagai faktor-faktor. Akan tetapi, 
skripsi-skripsi itu lebih meneliti ke arah putusnya perkawinan karena salah 
satu faktor penyebab terjadinya perceraian saja. 
Misalnya skripsi yang ditulis oleh Etik Wulandari, 2007,  yang 
berjudul “Cerai Gugat Karena Suami Poligami (Studi Kasus Putusan di 
Pengadilan Karanganyar)”. Skipsi ini membahas mengenai pandangan 
hukum islam dan hukum positif terhadap perceraian (cerai gugat) dengan 
alasan karena suami berpoligami atau menikah lagi dengan wanita lain 
tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan isteri.
24
 
Skripsi kedua yang ditulis oleh Yulaikah Ardiani, 2006, yang 
berjudul “Putusnya Perkawinan Karena Faktor Tidak Memenuhi 
Kewajiban Nafkah (Studi di Pengadilan Agama Surakarta)”. Skripsi ini 
membahas mengenai putusnya perkawinan yang dikarenakan suami tidak 
memenuhi kewajiban memberikan nafkah atau dalam hal ini melanggar 
ta’lik talak.25 
Skripsi ketiga yang ditulis oleh Hendy Hermawan, 2010, yang 
berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi 
Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)”. Di dalam 
penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
pernikahan dini dan membahas pengaruhnya dari pernikahan dini terhadap 
perceraian dini di Kabupaten Klaten.  
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Skripsi keempat yang ditulis oleh Ira Trisnawati, 2016, yang 
berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Meningkatnya Angka Cerai 
Gugat (Studi Kasus di KUA Masaran Kabupaten Sragen Tahun 2011-
2013). Dalam skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi naiknya angka cerai gugat di kecamatan Masaran 
kabupaten Sragen khususnya pada tahun 2011-2013.
26
 
Skripsi kelima yang ditulis oleh Eko Budi Setio Ari Firmansyah, 
2016, yang berjudul “Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat tahun 
2014-2015 di Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen (Studi Kasus KUA 
Kecamatan Gondang)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai faktor-
faktor penyebab terjadinya gugat cerai dan juga faktor-faktor yang 
dominan menjadi penyebab meningkatnya gugat cerai di wilayah 
Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen khususnya pada tahun 2014-
2015.
27
 
Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu bahwasanya 
penelitian ini membahas faktor perceraian di Kabupaten Klaten pada tahun 
2016 dan juga mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. 
G. Metodologi penelitian  
1. Jenis Penelitian 
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Fakultas Syari‟ah IAIN Surakarta, 2016 
27
 Eko Budi Setio Ari Firmansyah, “Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat tahun 
2014-2015 di Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen (Studi Kasus KUA Kecamatan Gondang)”, 
Skripsi  tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah IAIN Surakarta , 2016. 
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Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau studi pustaka 
yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 
pengumpulan data pustaka, membaca,dan mencatat, serta mengolah 
bahan penelitian. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang prosedur 
penelitiannya tergolong tipe deskriptif, yaitu prosedur pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 
keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta 
yang tampak. 
2. Lokasi atau Waktu Penelitian 
Lokasi atau tempat penelitian disini yaitu merupakan tempat 
dimana diperolehnya data yang diperlukan dari masalah yang diteliti. 
Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini penulis mengambil lokasi di 
Pengadilan Agama Kabupaten Klaten. Sedangkan Waktu pelaksanaan 
penelitian yaitu  mulai pada bulan Februari  tahun 2017. 
3. Subjek penelitian dan informan 
Subjek penelitian yang menjadi sasaran penulis dalam penelitian 
ini adalah arsip putusan Pengadilan Agama Klaten yang memutus 
masalah perceraian dan untuk informan dalam penelitian ini 
rencananya para Hakim di Pengadilan Agama Klaten 
4. Sumber Data 
Sumber data yan digunakan dalam penelitian ini yaitu Sumber 
Data Sekunder. Data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya 
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oleh peneliti.
28
 Misalnya : Buku-buku yang berkaitan dengan 
permasalahan peneliti, seperti buku yang berhubungan atau mengenai 
perkawinan dan perceraian. Data tersebut merupakan data tambahan 
yang dapat diambil dari kepustakaan yang berupa literatur-literatur 
atau dokumen sebagai kelengkapan data yang diperoleh dari lapangan 
yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data sekunder yang akan 
diambil dalam penelitian ini, antara lain dokumentasi, arsip dari 
Pengadilan Agama Klaten, dan lain sebagainya. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Wawancara (Interview) 
Jenis wawancara yang digunakan adlah wawancara terbuka, 
yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian 
rupa bentuknya sehingga responden/informan diberikan kebebasan 
menjawab.
29
 
Wawancara jenis ini dipilih karena memungkinkan 
wawancara bisa berlangsung luwes, arahnya bisa lebih terbuka 
sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih kaya, dan 
pembicaraan tidak terlampau terpaku pada yang menjenuhkan 
kedua belah pihak.  
b. Dokumentasi  
                                                             
28 Beni Ahmad Saebani,Metodologi Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57. 
29 Hilman Hadi, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: Bumi Aksara,1995), hlm.77. 
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Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
catatan,transkrip, buku-buku dan lainnya yang merupakan bukti 
nyata objek tertentu yang berkaitan dengan penelitian. 
 
6. Teknik Analisis Data 
Di dalam melakukan penelitian ini, untuk menganalisis data, 
penulis menggunakan analisis data kualitatif, suatu cara penelitian 
mengkaji data-data yang diperoleh guna mendapatkan kejelasan dan 
memaparkan data yang ada. Data tersebut dianalisa berdasarkan teori 
secara objektif.  
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, maka 
penulis memberi beberapa bab dan sub bab yang sesuai dengan judul 
skripsi yang sistematikanya sebagai berikut: 
Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran 
secara umum proses mencari kebenaran yang berkaitan dalam studi ini, 
yaitu berisi : Latar Belakang permasalahan dan rumusan masalahnya, apa 
tujuan dan manfaat penelitian ini, bagaimana tinjauan pustaka dan 
kerangka teorinya, bagaimana metode pengumpulan datanya dan 
sistematika penulisannya. 
Bab Kedua, berisikan tentang tinjauan umum tentang perceraian 
yang meliputi gambaran umum perceraian, sebab-sebab putusnya 
perkawinan, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. 
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Bab Ketiga, berisikan tentang gambaran umum Pengadilan Agama 
Klaten dan faktor-faktor penyebab perceraian, yang didalamnya berisikan: 
sejarah Pengadilan Agama Klaten, letak geografis, struktur organisasi, 
kompetensi Pengadilan Agama serta membahas mengenai faktor-faktor 
penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Klaten pada periode 
tahun 2016. 
Bab Keempat, Analisa hasil penelitian, yaitu berupa analisa data 
yang sudah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab 
pokok permasalahan pada penelitian ini. yaitu faktor-faktor penyebab 
terjadinya perceraian dan pertimbangan hakim. 
Bab Kelima, Penutup. Yang berisi kesimpulan dan dilengkapi 
dengan saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN 
 
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian 
1. Pengertian Perceraian 
Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya 
perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan 
bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun 
penyebabnya berbeda-beda.
30
 Perceraian adalah kata-kata Indonesia 
yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak.
31
  
Menurut bahasa kata talak berasal dari kata at-talaq yang artinya 
melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan.
32
 Dalam Ensiklopedi 
Islam Indonesia yang dimaksud talak adalah memutuskan, melepaskan 
atau meninggalkan dan meninggalkan.
33
 
Adapun talak menurut istilah ada beberapa penjelasan 
Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan 
dan mengakhiri hubungan suami-istri.
34
 
Menurut KHI pasal 117, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang 
Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perceraian.
35
                                                             
30
 Boedi abdillah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam, 
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm 49. 
31
 Ibid... hlm 203. 
32
 Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5,( Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 
hlm176-177. 
33
 Ensiklopadi Islam Indonesia, jilid 3, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm.1147. 
34
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah Jilid 3, Terj. Ahmad Zulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal, 
(Jawa Barat: Keira, 2015), hlm.399. 
35
 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001), hlm. 33. 
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Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak/furqoh. Talak berarti 
membuka ikatan, membatalkan perkawinan, sedangkan furqoh berarti 
bercerai lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh 
para ahli fiqh seebagai satu istilah yang berarti perceraian antara 
suami-istri. Perkataan talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, 
yaitu arti umum dan arti khusus.
36
 
Talak dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian 
baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun 
perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena 
meninggalnya salah satu seorang dari suami atau istri. Sedangkan talak 
dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak 
suami.
37
 
2. Hukum Perceraian 
Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum talak, apabila 
dilihat dari keadaan rumah tangga talak bisa terjadi: 
a. Talak hukumnya wajib, apabila terjadi perelisihan diantara kedua 
belah pihak, hanya dengan talaklah perselisihan itu dapat berakhir 
meskipun sudah didamaikan oleh pihak penengan (Hakim). Begitu 
juga talak yang dijatuhkan oleh suami yang meng ila’ istrinya 
(bahwa suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya) setelah 
menghabiskan waktu tangguh selama empat bulan. Sebagaimana 
firman Allah SWT. Q.S Al Baqarah ayat 226-227: 
                                                             
36
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,(Yogyakarta: 
Libberty, 1995), hlm.103. 
37
 Ibid. 
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 .ُْ ُٔحٖز ْزِىُفَغ َللها َّ ٔاَف تِوُءاَف ْ ٔاَف ِسُهِشَا  ٔةَعَتِزَا ُصٗتَسَت ُِ ِهٔئأَسِّٔ ِٓ ِٔ  َْ ِىٌُِؤَُ َٓ َِٔرٌَّٔ
ُْ ٍَُِٔع ْعُِّٔ َس َللها َّ ٔاَف َقَلاَّطٌا اِىُِ َصَع ْ ٔاَو 
Artinya: “(226) kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya 
diberi tangguh empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka 
kembali (kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (227) dan jika mereka 
ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
 
b. Talak hukumnya sunnah, jika istri rusak oralnya, berbuat zina atau 
melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan 
kewajiban-kewajiban agama. Atau istri sangat berlebihan dalam 
melalaikan hak-hak Allah yang wajib atasnya, seperti shalat, 
puasa,atau tidak menjaga kehormatannya. 
c. Talak hukumnya mubah (diperbolehkan), ketika ada keperluan 
untuk menjatuhkan talak tersebut, dalam artian apabila istri 
berperilaku jelek, tindakan yang tidak pantas buat suami, suami 
menderita lantaran tingkah laku istri atau suami tidak mencapai 
tujuan perkawinan dari istri. 
d. Talak hukumnya makruh, apabila tidak ada alasan sama sekali, dan 
seorang istri tidak melanggar suatu aturan. Karena hubungan suami 
istri merupakan perjanjian dan hubungan yang sangat kuat, 
sangatlah tidak layak apabila terjadi celah didalamnya, dan hal itu 
tidak boleh dianggap remeh. Islam sangat membenci perkara yang 
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bisa merusak dan melemahkan kehidupan keluarga, sebagaimana 
hadits nabi Muhammad SAW. 
ِيَلاَحٌْا ُضَغِتَا ُقاٍََّطٌَا ِللها ًٌَٔا  
Artinya: “Perkara  halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” 
e. Talak hukumnya haram, talak yang dijatuhkan tanpa ada 
kebutuhan yang mendesak karena hal itu akan merusak kondisi 
kejiwaan suami istri, apabila suami tetap melakukan talak yang 
haram ini maka akan menghilangkan maslahat yang ada didalam 
keluarga. Talak yang demikian itu bertentangan dengan sabda nabi 
SAW.   
َزاَسٔض َلا َو َزَسَض َلا 
Artinya:” tidak boleh timbul madharat dan tidak boleh saling 
menimbulkan madharat.” 
 
3. Rukun dan Syarat Talak 
Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan 
terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur 
dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:
38
 
a. Suami. Suami addalah yang memiliki hak dan yang berhak 
menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh 
karen talak itu bersifat menghilangkaan ikatan perkawinan, maka 
                                                             
38 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana), hlm.201 
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talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad 
perkawinan yang sah. 
Abu Ya‟la dan Al Hakim meriwayatkan hadits dari Jabir 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
ٕهٍِْٔ  َدِعَت أٌَّا َكِتٔع اٌَ َو ٍحاَىِٔ َدِعَت أٌَّا َكٍََط َلا.  
Tidak ada talak kecuali setelah akad pekawinan dan tidak ada 
pemerdekaan kecuali setelah ada pemilikan. 
 
Abu Daud dan Al-Tirmizi meriwayatkan hadits dari Amir ibn 
Syu‟aib bahwa Rassulullah SAW bersabda: 
 ُهٍِّٔ َ اٌَ اَّ ُِٔف َقاٍََط اٌَ َو ُهٍِّٔ َ اٌَ اَّ ُِٔف َكِتٔع اٌَ َو ُهٍِّٔ َ اٌَ اَّ ُِٔف َ َدَآ ِٓ ِتأٌ َزَرَٔ اٌَ 
Tidak ada nazar bagi anak Adam (manusia) tentang hal yang baik 
dimiliki, tidak ada pemerdekaan budak dalam hal yang tidak 
dimiliki, dan tidak addaa talak daalam hal yang tidak dimiliki.
39 
 
Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan: 
1. Berakal. Suami yang gila tidak sah mejatuhkan talak. Yang 
dimaksud gila daalam hal ini ialah hilang akal atau rusaak akal 
karena sakit, termasuk ke dalamnya sakit pitam, hilang akal 
karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf 
otaknya. 
2. Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh 
orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabillah 
mengatakan bahwwa talak oleh anak yang sudah mumayyis 
                                                             
39
 Diriwayatkan oleh Abu Dwud di dalam Sunan Abu Dawud, “Kitab athThalaq”,Bab 
ath-Thalaqi Qabla an-Nikahi, jilid II, hlm.264, hadis nomor 2190. 
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kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah 
mengenal arti talak san mengetahui akibatnya, talaknya 
dipandang jatuh. 
3. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri 
disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk 
menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, 
bukan dipaksa orang lain. 
b. Istri.  
Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak 
terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan 
terhadap istri orang lain. 
Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak diisyaratkan sebagai 
berikut:
40
 
1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan 
suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj‟i dari 
suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam 
perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu 
suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya 
sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan 
mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak 
ba‟in, bekas suami tdak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap 
bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan 
                                                             
40
 Ibid, hlm. 203 
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talak ba‟in itu bekas isstri tidak lagi berada dalam perlindungan 
kekuasaan bekas suami. 
2. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad 
perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad ikah 
yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa 
iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya 
(memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah 
dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak 
tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, 
maka talak yang demikian tidak dipandang ada. 
c. Sighat Talak 
Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap 
istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun 
kinayah (sindiran), baik berupa ucapan, tulisan, isyarat bagi suami 
tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. 
d. Qashdu (Sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang 
dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk 
maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud utuk 
talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan 
sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada 
istrinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru 
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ucapan, berbunyi: “ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak 
dipandang jatuh.
41
 
4. Macam-macam Perceraian 
a. Ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak itu, maka talak dibagi 
menjadi tiga macam, sebagai berikut :
42
 
1) Talak sunni , yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan 
tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat 
syarat: 
a) Istri yang ditalak sudah digauli, bila talak dijatuhkan 
terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk 
talak sunni. 
b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, 
yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama 
syafi‟iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga 
kali suci, bukan tiga kali haid. Tidak terhadap istri yang 
telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau 
sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan 
(khulu’), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak 
termasuk talak sunni. 
c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik 
dipermulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati 
beberapa saat lalu datang haid. 
                                                             
41
 Ibid, hlm.204. 
42
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana), hlm.193 
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d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di 
mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh 
suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi 
pernah digauli, tidak termasuk talak sunni. 
2) Talak Bid’i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau 
bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-
syarat talak sunni. Termasuk talak bid’i ialah : 
a) Talak yang dijatuhkan terhaddap istri pada waktu haid 
(menstruasi), baik dipermulaan haid maupun di 
pertengahannya. 
b) Talak yang dijatuhkan tehadap istri dalam keadaan suci 
tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci 
yang dimaksud. 
3)  Talak la sunni wala bid’i, yaitu talak yang tidak termasuk 
kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid’i, yaitu: 
a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum perna 
digauli 
b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah 
haid, atau istri yang lepas haid. 
c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil 
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b. Ditunjau dari segi tegas dan tidakya kata-kata yang dipergunakan 
sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, 
sebagai berikut:
43
 
1) Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata 
yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai penyataan talak 
atau cerai seketika diucapkan, tidak mengkin dipahami lagi.  
Imam syafi‟i mengatakan bahwa kata-kata yang 
dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu talak, firaq dan 
sarah, ketiga ayat itu disebut dalam Al Qur‟an dan Hadits. 
Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata 
kepada istrinya: 
a) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai 
sekarang juga. 
b) Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan 
sekarang juga. 
c) Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas 
sekarang juga. 
Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan 
talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, 
sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan 
atas kemauannya sendiri. 
                                                             
43
 Ibid., hlm. 194 
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2) Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata 
sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada 
istrinya: 
a) Engkau sekarang telah jauh dari diriku. 
b) Selesaikan sendiri segala urusanmu. 
c) Janganlah engkau mendekati aku lagi. 
d) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga. 
e) Perilah engkau dari tempat ini sekarang juga 
f) Susullah keluargamu sekarang juga 
g) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang 
h) Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu. 
i) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang 
j) Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian. 
Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai 
dan mengandung kemungkinan lain. 
Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau 
sindiran ini bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami 
dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka 
menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata 
tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talak tidak 
jatuh.  
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c. Diinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami 
merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua 
macam, sebagai berikut:
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1) Talak Raj’i, yaitu talak yang dijtuhkan suami terhadap istrinya 
yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti 
harta dari istri, talak yang pertamakali dijatuhkan atau yang 
kedua kalinya. 
Dr. As Siba‟i mengatakan bahwa talak raj’i adalah talak 
yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya 
tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan 
mahar, serta tidak memerlukan persaksian.  
Setelah terjadi talak raj’i maka istri wajib beriddah, hanya 
bila kemudian suami hendak kembali kepadda bekas istri 
sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan 
dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah 
tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas 
istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan 
talak menjadi talak ba’in, kemudian jika sesudah berakhirnya 
masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka 
wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar 
yang baru pula. 
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Talak raj’i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, 
berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 : 
ِ ٔاَف ْٔ اَتٖسَِ  ُقاٍََّطٌَاْناَس ِت ْحَِِسِسَتِوَا ٕفِوُسِعَّ ِت ْٕ اَسِحٔا  
Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk 
lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara 
yang baik. 
 
Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyariatkan 
Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, 
tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali 
bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, 
demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali 
ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam 
ikatan perkawinan dan berhak mengumpulinya dengan cara 
yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj’i. 
2) Talak Ba’in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi 
bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan 
bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami 
harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan 
syarat-syaratnya. 
Talak ba‟in ada dua macam, yaitu talak ba’in shugro dan 
talak ba’in kubro. 
a) Talak ba’in shugro ialah talak ba’in yang menghilangkan 
pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak 
menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin 
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kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh 
mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik 
dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa 
iddahnya. Termasuk talak ba’in shugro ialah: 
(1) Talak sebelum berkumpul 
(2) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut 
khulu’ 
(3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seeorang 
dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang 
semacamnya. 
b) Talak ba’in kubro, yaitu talak yang menghilangkan 
pemillikan bekas suami tehadap bekas istri serta 
menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin 
kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri 
itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan 
suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah 
selesai menjalankan iddahnya. Talak ba’in kubro terjadi 
pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah 
dalam surat Al Baqarah ayat 230: 
 
ّجِوَش َحٔىَِٕت ًٖتَح ُدِعَت ِٓ ِٔ  ُٗ ٌَ ًٌ ٔحَت اٍََف اَهَمٍََط ْ ٔاَفُٖ َسَُِغا  
Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang 
kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, 
sampai dia kawin dengan suami yang lain. 
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d. Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap 
istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:
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1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaaikan oleh 
suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengan 
secara langsung ucapan suaminya ittu. 
2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami 
secara teratulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian 
istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak 
yang dinyataan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), 
meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. 
Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak 
kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak 
sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan 
talak kinayah bergantung kepada niat suaminya. 
3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk 
isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang 
tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi 
untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan 
isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan 
bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang 
isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau 
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mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan 
untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya. 
Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak 
dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta 
huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat 
menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, 
karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang 
isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena 
darurat, yakni tidak dapat menulis. 
4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami 
kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan 
untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang 
tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. 
Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk 
menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu. 
 
B. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan 
Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan dapat putus karena 
adaanya tiga hal, yaitu : 
1. Kematian 
Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya 
perkawinan itu terputus. Kematian salah satu pihak tidak banyak 
menimbulkanpersoalan sebab putusnya bukan arena kehendak bersama 
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melainkan kehendak tuhan, sehingga akibat putusnya itu tidak banyak 
menimbulkan masalah. 
2. Perceraian 
Putusnya suatu hubungan perkawinan bisa disebabkan oleh 
perceraian. Contohnya cerai gugat, cerai talak, khuluk, syiqaq, fasakh, 
li‟an. Dalam undang-undang perkawinan pasal 39 ayat 1 disebutkan 
bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setela 
pengadilan yang bersangkutan mendamaikan kedua belah pihak. 
3. Atas Putusan Pengadilan 
Yang dimaksudkan dengan putusnya perkawinan atas keputusan 
pengadilan adalah dalam hal kepergian salah satu pihak tanpa kabar 
berita untuk jangka waktu yang lama. 
 
C. Alasan-alasan Perceraian menurut Undang-Undang  
Undang-undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit 
perceraian. Untuk mempersulit perceraian harus ada cukup alasan-alasan 
tertentu dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Usaha untuk 
mempersulit perceraian ini diterapkan dengan ditegaskan dalam pasal 39 
Undang-undang No. 1 tahun 1974. 
1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak. 
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2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 
suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. 
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan tersendiri.  
Sedangkan alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian dalam 
hukum positif Indonesia , yaitu : 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya 
3. Salah satu pihak mendapat hukumam penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain. 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga 
7. Suami melanggar ta’lik talak 
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN 
KLATEN 
DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 
 
A. Gambaran umum Tentang Pengadilan Agama Kabupaten 
Klaten 
1. Letak geografis 
Pengadilan Agama Klaten yang tergolong Peradilan Kelas 1 
B terletak di Jalan KH. Samanhudi No. 9. Berada di kawaan Desa 
Karangduwet, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, 
Kabupaten Klaten.
46
 Wilayah Kabupaten Klaten terbentang mulai 
7°32‟19” - 7°48‟33” Lintang Selatan dan garis 110°26‟14” - 
110°47‟51” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah 
655,55 Km² (kilometer persegi), yang terbagi dalam 26 
Kecamatan 391 Desa, dan 10 Kelurahan.  
Kabupaten Klaten terletak diantara dua kota besar yaitu Surakarta 
dan Yogjakarta. Kabupaten Klaten terletak pada arah selatan dari 
Kabupaten Semarang dengan jarak tempuh sepanjang 70 Km. 
Secara geografis Kabupaten Klaten berada dibagian tenggara  
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lereng gunung Merapi dan berada pada titik koordinat 7°28‟ 
lintang selatan dan garis bujur 107°48‟ bujur timur, dengan batas-
batas wilayah sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara  
  
2. Sebelah Timur
  
 
 
3. Sebelah Selatan 
 
4. Sebelah Barat
  
: berbatasan dengan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Kabupaten Boyolali 
: berbatasan dengan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Kabupaten Sukoharjo 
: berbatasan dengan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Kabupaten Gunungkidul 
: berbatasan dengan Kabupaten 
DaerahTingkat II Kabupaten Sleman 
2. Sejarah Pengadilan Agama Klaten47 
a. Masa Sebelum Penjajahan 
Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada 
dua macam peradilan yaitu 
1) Peradilan Pradata 
2) Peradilan Padu. 
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Peradilan Pradata mengurusi perkara-perkara yang 
menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurusi 
perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam 
peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban 
Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri 
lewat penggunaan istilah "jaksa" yang berasal dari India. 
Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada Pejabat yang 
menjalankan pengadilan. 
Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad 
ketujuh Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar-
saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek 
sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan 
aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab 
fiqh, dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di 
Indonesia. Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja 
Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam 
tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-
tama diwujudkan khusus dalam nama pengadilan, yang 
semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan 
Pengadilan Surambi. Begitu juga dengan tempat dan 
pelaksanaan pengadilan, semula Pengadilan Pradata 
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diselenggarakan di Sitinggil dan dilaksanakan oleh Raja, 
kemudian dialihkan ke serambi masjid agung dengan 
dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim 
ulama'. Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir 
pemerintahan Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di 
daerah Priangan, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan 
Drigama dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama 
mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan 
Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno 
yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan pengadilan 
Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit khusus mengenai 
sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk 
ke Indonesia. 
b. Masa Penjajahan Belanda 
Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa lembaga 
peradilan Islam sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri 
telah ada dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam 
masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan munculnya 
kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara yang 
melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem 
peradilannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan 
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keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya. 
Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 
berdasarkan surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 
Nopember 1937 No. 18 yang mengadakan sidang pertama 
kali tanggal 7 Maret 1938. Sedang daerah yurisdiksi 
Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 
adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan 
Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk 
daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah 
dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Agama 
Tingkat Pertama dan Kerapatan Qadi Besar untuk tingkat 
banding. Untuk daerah Luar Jawa dan Madura lainnya dengan 
nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk tingkat 
pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah 
Propinsi untuk tingkat banding. 
c. Masa Penjajahan Jepang 
Pada masa pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi 
mengalami kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 
1942 Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup dan tidak 
diperbolehkan sidang, begitu juga dengan kantornya disegel, 
akan tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 
Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama 
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"Kaikyoo Kootoo Hooin" sedang Pengadilan Agama bernama 
"Sooryo Hooin". 
d. Masa Kemerdekaan 
Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang 
sudah disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah 
menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian 
Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan 
Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan 
sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum 
dalam Verordering tanggal 18 Nopember 1946 dari 
C.C.O.A.M.C.A.B. untuk Jawa dan Madura (Chief 
Commanding Officer Alied Millitary Administration Civil 
Affairs Branch). Sementara itu Peradilan Agama di 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada 
peraturan lama (Staatsblad 1937 Nomor 610). Sedangkan 
Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamitische Zaken) 
belum mulai lagi dengan tugasnya. 
Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 
Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan 
Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam undang-undang ini 
kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam 
Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 
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35 ayat (2), pasal pasal 75 dan pasal 33. Undang-undang ini 
bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta 
menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 
tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan 
Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1974. 
Lahirnya undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai 
pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan 
Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut 
dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada 
tetap berjalan. 
Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan 
perubaha penting dengan diundangkannya Undang-undang 
Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi 
antara lain tentang pelanjutan peradilan Agama dan Peradilan 
Desa. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-
undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan 
disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 
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menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 
empat lingkungan peradilan, yaitu : 
1) Peradilan Umum 
2) Peradilan Agama 
3) Peradilan Militer 
4) Peradilan Tata Usaha Negara 
Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 
14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama 
semakin kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan 
Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 
4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah Propinsi Riau, 
Jambi, Aceh dan Sumatera Utara. 
e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan 
diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan 
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam 
pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam 
Undang-undang ini adalah: 
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 Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam 
 Pengadilan Umum bagi lainnya. 
Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan 
peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 sampai 
dengan 1989 ini adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan 
diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan beserta pelaksanaannya dan diundangkan 
lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wewenang 
Pengadilan Agama semakin luas dan mantap. 
f. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 
Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan 
yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, 
sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan 
Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan 
dengan Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian 
Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara 
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lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib 
dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan 
dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara 
tersebut. 
g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 
Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 
Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
menentukan: 
Badan - badan peradilan secara organisatoris, administratif 
dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 
Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan 
Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan 
sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung. 
Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari 
lingkungan-lingkungan : peradilan umum, peradilan militer, 
dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan 
ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan 
peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan 
kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta 
dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 
tahun. 
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Nama – nama yang telah menjabat ketua pada Pengadilan 
Agama Klaten sejak tahun 1947 s/d sekarang 
1) Bapak Ibrahim, dari tahun 1947 s/d tahun 1951, kantor 
bertempat di Sidowayah (kontrak rumah Bpk. H. 
Saebani). 
2) Bapak Saibani, dari tahun 1951 s/d tahun 1964 masih 
menempati kantor di Sidowayah. 
3) Bapak K.H.Abdul Kadir, dari tahun 1964 s/d 1976, Pada 
tahun 1966 Kantor pidah dari Sidowayah ke Mlinjon 
tepatnya di Gg. Dahlia juga masih kontrak rumah 
penduduk, kemudian pada tahun 1972 Pindah ke 
Kompleks Masjid Raya Klaten menenpati gedung BP4 
(yang sekarang ditempati KUA Katen Tengah) 
4) Bapak Achid Maaduki, mulai tahun 1976 s/d 1978. 
5) Bapak Drs.Barizi, mulai tahun 1978 s/d 1983, dan tepat 
pada tahun 1981 Kantor pindah kesebelah selatan kantor 
lama, menempati gedung Proyek Balai Sidang Pengadilan 
Agama Klaten. 
6) Bapak Drs.H.Suhaimi, mulai tahun 1983 s/d tahun 1992, 
masih tetap menempati gedung yang sama yaitu di 
Komplek Masjid Raya Klaten berhadapan dengan alun-
alun dan Pasar Besar Klaten. 
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7) Bapak.Drs.Suharto, tahun 1992 s/d 1993. 
8) Bapak Drs.Duror Mansur, SH tahun 1993 S/D 1994. 
9) Bapak Drs.H.Muhsoni, SH mulai tahun 1994 s/d 1999, 
tepat pada bulan Juni 1996 Kantor Pengadilan Agama 
Klaten boyongan ke Lokasi Kantor yang baru tepat di Jl. 
Kopral Sayom (KH.Samanhudi) No. 9 Klaten, berdekatan 
dengan Stasiun Klaten . 
10) Drs. H. Bunyamin, SH, mulai bulan Februari 1999 s/d 
bulan Januari 2002. 
11) Ibu Dra. Hj. Ayunah M Zabidi, mulai tanggal. 24 Januari 
2002 s/d 26 Juni 2006 
12) Drs. H. A. Sahal Maksun, M.SI dari tanggal 26 Juni 2006 
s/d 30 Desember 2011 
13) Drs. H. M. Kahfi, SH mulai tanggal 30 Desember 2011 
s/d 31 Agustus 2015 
14) Drs. H.M. Rosyid Yakub, M.H. mulai tanggal 22 
September 2015 s/d sekarang 
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klaten 
Dalam pasal 6 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 
perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang 
Pengadilan Agama. Bahwasanya Pengadilan Agama terdiri dari 2 
(dua) tingkatan: 
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a. Pengadilan Agama sebagai Penngadilan Tingkat Pertama 
b. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat 
Banding 
Adapun tentang susunan organisasi pengadilan agama diatur 
dalam pasal 9 dan 10 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 
perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989. Pasal 
tersebut sebagai berikut: 
Pasal 9: 
Ayat (1) : Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, 
hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita 
Ayat (2) : Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari 
pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. 
Pasal 10: 
Ayat (1) : Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang 
ketua dan seorang wakil ketua 
Ayat (2) : Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari 
seorang ketua dan seorang wakil ketua 
Ayat (3) : Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah 
hakim tinggi 
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Adapun susunan pejabat Pengadilan Agama Kabupaten 
Klaten baik strukturan maupun fungsional sebagai berikut:
48
 
Ketua  
Wakil ketua 
Majelis Hakim 
 
 
Panitera 
Wakil Panitera 
Panitera Muda Hukum 
Panitera Muda gugatan 
Panitera Muda Permohonan 
Sekretaris 
Ka.Sub.Bag Perencanaan 
Ka.Sub.Bag. Kepegawaian 
Ka.Sub.Bag. Umum 
Staff Ka.Sub.Bag. Perencanaan  
Staff Ka.Sub.Bag. 
Kepegawaian 
: Dra. Nurwathon, S.H, M.H 
: Drs. H. Tubagus Masrur, S.H 
: Drs. Ahmad Wahib, S.H 
: Dra. Hj. Ismiyati, S.H 
: Dra. Sri Sa‟adatun, M.H 
: Drs. Azis Nur Eva 
: Uswatun Chasanah, S.H 
: Siti Suharsi, S.Ag 
: Widodo, S.H 
: Isti Wajinah, S.H 
: Wardoyo Dwi Astoto, S.E 
: Nanang Wahyudi, A.Md 
: Ismail Jamil 
: Sri Supini 
: - 
: Dyah Triningsih, S.E 
: Anjar Wisnugroho, S.H 
                                                             
48 http://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi, diakses 
12 September 2018 
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Staff Ka.Sub.Bag. Umum 
Panitera Pengganti 
 
 
 
Jurusita 
Jurusita Pengganti 
: Drs. Agus Parwito, M.H 
: Widodo, S.H 
: Muh. Abdus Shobur, S.H 
: Akromah 
: Jumeno, S.H 
: Himawan Antoni,S.H, M.H 
: Nanang Wahyudi, A.Md 
: Desi Retno Utari, A.Md 
: Marino 
: Warsana 
4. Kewenangan Pengadilan Agama Klaten 
Peradilan agama diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah 
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Peradilan agama 
adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat 
pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu 
sebagaimana dmaksud undang-undang.
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Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, 
memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang 
beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Yang dimaksud “antara orang-orang yang beragama 
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 Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama, hlm. 10 
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Islam” adalah orang attaau badan hukum yang dengan sendirinya 
menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam 
mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.
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Kewenaangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas 
undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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Begitu juga dengan Pengadilan Agama Klaten, seperti 
Pengadilan Agama lainnya mempunyai kewenangan dan 
kekuasaandalam perkara yang diajukan, kewenangan dan 
kekuasaan itu terdiri dari : 
a. Kewenangan absolut 
Kewenangan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan 
dengan jenis prkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. 
Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata 
tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-
orang yang beragama Islam. 
Pengadilan Agama Klaten juga mempunyai kewenangan 
yang mutlak dalam perkara perdata yang sudah diatur dalam 
pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana 
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  Ibid., hlm. 11 
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 Ibid.  
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diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 yaitu 
berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang: 
1) Perkawnan 
2) Kewarisan 
3) Wasiat 
4) Hibah 
5) Wakaf 
6) Zakat 
7) Infaq 
8) Sodaqoh 
9) Ekonomi syari‟ah 
b. Kewenangan Relatif 
Kewenangan relatif adalah kekuasaaan dan wewenang 
yang diberiikan antara pengadilan dalam lingkungan 
peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan 
dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam 
lingkungan Peradilan Agama.
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Walaupun perkara yang diajukan termasuk dalam 
kewenangan lingkingan Pengadilan Agama, belum tentu 
                                                             
52 Ibid., hlm. 46  
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Pengadilan Agama menerima untuk memeriksa dan mengadili 
perkara tersebut. Mungkin dilihat dari kewenangan relatif, 
perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Pengadilan 
Agama yang lain. 
Begitu pula dengan Pengadilan Agama Klaten memilki 
wilayah hukum yang membedakannya dengan Pengadilan 
Agama yang lain, wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten 
meliputi: 
1) Kecamatan Bayat 
2) Kecamatan Cawas 
3) Kecamatan Ceper 
4) Kecamatan Delanggu 
5) Kecamatan Gantiwarno 
6) Kecamatan Jatinom 
7) Kecamatan Jogonalan 
8) Kecamatan Juwiring 
9) Kecamatan Kalikotes 
10) Kecamatan Karanganom 
11) Kecamatan Karangdowo 
12) Kecamatan Karangnongko 
13) Kecamatan Kebonarum 
14) Kecamatan Kemalang 
15) Kecamatan Klaten Selatan 
16) Kecamatan Klaten Tengah 
17) Kecamatan Klaten Utara 
18) Kecamatan Manisrenggo 
19) Kecamatan Ngawen 
20) Kecamatan Pedan 
21) Kecamatan Polanharjo 
22) Kecamatan Prambanan 
23) Kecamatan Trucuk 
24) Kecamatan Tulung 
25) Kecamatan Wedi 
26) Kecamatan Wonosari 
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B. Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Klaten53 
Bagi suami yang akan berperkara di Pengadilan Agama Klaten 
harus terlebih dahulu mengajukan permohonan / gugatan baik secara 
lisan maupun tertulis. Permohonan atau gugatan tersebut harus 
memuat nama, umur, dan tempat kediaman pemohon / penggugat 
dan termohon / tergugat, alasan-alasan yang dijadikan dasar 
pengajuan dan tuntutan yang diminta oleh pemohon/penggugat. 
Sidang pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan 
didaftarkan di kepaniteraan, sebagaimana tercantum dalam pasal 68 
ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989.  Pada setiap sidang 
pemeriksaan, pemohon / penggugat atau wakilnya dan termohon / 
tergugat atau wakilnya menghadiri persidangan berdasarkan 
panggilan pengadilan.  
Jika dalam sidang pemeriksaan pertama, pemohon / penggugat 
tidak hadir, sedang termohon / tergugat hadir maka pemohon / 
penggugat dengan gugatannya dinyatakan gugur atau menunda 
persidangan sekali lagi untuk memanggil pemohon / penggugat. Jika 
yang tidak hadir termohon / tergugat sedangkan pemohon / 
penggugat hadir maka dapat dijatuhkan putusan verstek, karena 
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 Wawancara tentang teknis beracara di Pengadilan Agama Klaten, di Klaten, 11 
September 2018. 
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termohon / tergugat dinilai telah melepas haknya atau menunda 
persidangan untuk memanggil termohon / tergugat sekali lagi. Jika 
pemohon / penggugat dan termohon / tergugat sama-sama tidak hadir 
maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai 
dapat dijatuhkan putusan gugur, verstek atau  perkara dapat 
diperiksa. 
Pada sidang pemeriksaan pertama, jika pemohon / penggugat 
dan termohon / tergugat saama-sama hadir sebelum pemeriksaan 
perkara dilakukan, hakim harus mendamaikan kedua belah pihak 
terlebih dahulu. Dalam sidang perdamaian, suami istri harus datang 
secara pribadi kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman 
di luar negeri dan tidak dapat menghadap secara pribadi dapat 
diwakilkan kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. 
Kemudian, sebelum perkara diputus usaha perdamaian dapat 
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Jika tejadi perdamaian, 
maka perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan 
yang sama. 
Setelah pengadilan bekesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak 
dapat lagi didamaikan atau memutuskan bahwa permohonan atau 
gugatan tersebut dikabulkan, maka sidang dilanjutkan. 
Dengan demikian proses penyelesaian perkara yang 
dipraktekkan di Pengadilan Agama Klaten sama dengan yang 
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dipraktekkan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam artian 
sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. 
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan 
Agama Klaten tahun 2016
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Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Klaten mengenai 
faktor-faktor penyebab perceraian dalam hal ini adalah ceri gugat 
dan cerai talak, maka terdapat faktor-faktor yang dikelompokkan 
sebagai berikut : 
1. Faktor Moral 
Faktor ini dibagi lagi menjadi tiga faktor, yaitu: 
a. Faktor karena Poligami tidak sehat 
b. Faktor karena Krisis Akhlak 
c. Faktor karena Cemburu 
2. Faktor Meninggalkan Kewajiban 
Faktor ini dibagi lagi menjadi tiga faktor, yaitu: 
a. Faktor karena Kawin Paksa 
b. Faktor karena Ekonomi 
c. Faktor karena tidak ada tanggungjawab 
3. Faktor menyakiti Jasmani 
Faktor ini dibagi lagi menjadi dua faktor, yaitu: 
a. Faktor karena Kekejaman Jasmani 
                                                             
54 Laporan tahunan di Pengailan Agama Klaten, di Klaten, 11 September 2018 
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b. Faktor karena Kekejaman Mental 
4. Faktor terus menerus berselisih 
Faktor ini dibagi lagi menjadi tiga faktor, yaitu: 
a. Faktor karena Politis 
b. Faktor karena Gangguan Pihak ketiga 
c. Faktor karena tidak ada keharmonisan 
5. Faktor kain dibawah umur 
6. Faktor karena dihukum 
7. Faktor karena Cacat bioloigis 
8. Faktor lain-lain (dalam hal ini Murtad) 
Sedangkan data-data perkara perceraian di Pengadilan Agama 
Klaten yang telah diputus oleh hakim pada tahun 2016 adalah 
sebagai berikut: 
1. Data perkara yang diputus pada bulan januari 
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan ini 
adalah 142 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihat dangan rincian sebagai berikut: 
Tabel 1 
Faktor Penyebab Perceraian pada Bulan Januari 
  
No Faktor penyebab Perceraian  Jumlah Perkara 
1 Krisis Akhlak 8 
2 Cemburu 4 
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3 Kawin Paksa 1 
4 Ekonomi 38 
5 Tidak Ada Tanggung Jawab 28 
6 Gangguan pihak keiga 23 
7 Tidak ada keharmonisan 40 
 Jumlah 142 
Sumber: Laporan Tahunan PA. Klaten  
2. Data perkara yang diputus pada bulan Februari 
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan ini 
adalah 170 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihat dangan rincian sebagai berikut: 
Tabel 2 
Faktor Penyebab Perceraian pada Bulan Februari 
 
No Faktor penyebab Perceraian  Jumlah Perkara 
1 Krisis Akhlak 6 
2 Cemburu 3 
3 Kawin Paksa 2 
4 Ekonomi 39 
5 Tidak Ada Tanggung Jawab 52 
6 Kekejaman Jasmani 1 
7 Gangguan pihak keiga 25 
8 Tidak ada keharmonisan 42 
 Jumlah 170 
Sumber: Laporan Tahunan PA. Klaten 
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3. Data perkara yang diputus pada bulan Maret 
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan ini 
adalah 173 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihat dangan rincian sebagai berikut: 
Tabel 3 
Faktor Penyebab Perceraian pada Bulan Maret 
 
No Faktor penyebab Perceraian  Jumlah Perkara 
1 Krisis Akhlak 4 
2 Cemburu 7 
3 Kawin Paksa 2 
4 Ekonomi 26 
5 Tidak Ada Tanggung Jawab 62 
6 Kekejaman Jasmani 2 
7 Gangguan pihak keiga 25 
8 Tidak ada keharmonisan 45 
 Jumlah 173 
Sumber: Laporan Tahunan PA. Klaten 
4. Data perkara yang diputus pada bulan April 
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan ini 
adalah 170 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihat dangan rincian sebagai berikut: 
Tabel 4 
Faktor Penyebab Perceraian pada Bulan April 
 
No Faktor penyebab Perceraian  Jumlah Perkara 
1 Krisis Akhlak 6 
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2 Cemburu 5 
3 Kawin Paksa 1 
4 Ekonomi 23 
5 Tidak Ada Tanggung Jawab 59 
6 Kekejaman Mental 1 
7 Gangguan pihak keiga 15 
8 Tidak ada keharmonisan 60 
 Jumlah 170 
Sumber: Laporan Tahunan PA. Klaten 
5. Data perkara yang diputus pada bulan Mei 
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan ini 
adalah 146 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihat dangan rincian sebagai berikut: 
Tabel 5 
Faktor Penyebab Perceraian pada Bulan Mei 
 
No Faktor penyebab Perceraian  Jumlah Perkara 
1 Krisis Akhlak 6 
2 Kawin Paksa  1 
3 Ekonomi 28 
4 Tidak Ada Tanggung Jawab 40 
5 Gangguan pihak keiga 3 
6 Tidak ada keharmonisan  68 
 Jumlah 146 
Sumber: Laporan Tahunan PA. Klaten 
  
64 
 
 
 
6. Data perkara yang diputus pada bulan Juni 
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan ini 
adalah 166 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihat dangan rincian sebagai berikut: 
Tabel 6 
Faktor Penyebab Perceraian pada Bulan Juni 
 
No Faktor penyebab Perceraian  Jumlah Perkara 
1 Krisis Akhlak 1 
2 Kawin Paksa  2 
3 Ekonomi 21 
4 Tidak Ada Tanggung Jawab 37 
5 Gangguan pihak keiga 3 
6 Tidak ada keharmonisan  102 
 Jumlah 166 
Sumber: Laporan Tahunan PA. Klaten 
7. Data perkara yang diputus pada bulan Juli 
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan ini 
adalah 68 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihat dangan rincian sebagai berikut: 
Tabel 7 
Faktor Penyebab Perceraian pada Bulan Juli 
 
No Faktor penyebab Perceraian  Jumlah Perkara 
1 Cemburu 1 
2 Ekonomi 12 
3 Tidak Ada Tanggung Jawab 14 
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4 Gangguan pihak keiga 2 
5 Tidak ada keharmonisan 39 
 Jumlah 68 
Sumber: Laporan Tahunan PA. Klaten 
8. Data perkara yang diputus pada bulan Agustus 
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan ini 
adalah 173 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihat dangan rincian sebagai berikut: 
Tabel 8 
Faktor Penyebab Perceraian pada Bulan Agustus 
 
No Faktor penyebab Perceraian  Jumlah Perkara 
1 Krisis Akhlak 4 
2 Cemburu 1 
3 Ekonomi 22 
4 Tidak Ada Tanggung Jawab 24 
5 Gangguan pihak keiga 10 
6 Tidak ada keharmonisan 112 
 Jumlah 173 
Sumber: Laporan Tahunan PA. Klaten 
9. Data perkara yang diputus pada bulan september 
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan ini 
adalah 151 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihat dangan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 9 
Faktor Penyebab Perceraian pada Bulan September 
No Faktor penyebab Perceraian  Jumlah Perkara 
1 Krisis Akhlak 6 
2 Kawin Paksa  1 
3 Ekonomi 24 
4 Tidak Ada Tanggung Jawab 33 
5 Gangguan pihak keiga 5 
6 Tidak ada keharmonisan  82 
Sumber: Laporan Tahunan PA. Klaten 
10. Data perkara yang diputus pada bulan Oktober 
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan ini 
adalah 135 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihat dangan rincian sebagai berikut: 
Tabel 10 
Faktor Penyebab Perceraian pada Bulan Oktober 
 
No Faktor penyebab Perceraian  Jumlah Perkara 
1 Krisis Akhlak 4 
2 Cemburu 1 
3 Ekonomi 20 
4 Tidak Ada Tanggung Jawab 25 
5 Cacat Biologis 1 
6 Gangguan pihak keiga 4 
7 Tidak ada keharmonisan 80 
 Jumlah 135 
Sumber: Laporan Tahunan PA. Klaten 
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11. Data perkara yang diputus pada bulan November 
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan ini 
adalah 151 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihat dangan rincian sebagai berikut: 
Tabel 11 
Faktor Penyebab Perceraian pada Bulan November 
 
No Faktor penyebab Perceraian  Jumlah Perkara 
1 Krisis Akhlak 5 
2 Cemburu 2 
3 Kawin Paksa 1 
4 Ekonomi 28 
5 Tidak Ada Tanggung Jawab 18 
6 Cacat Biologis 1 
7 Gangguan pihak keiga 6 
8 Tidak ada keharmonisan 90 
 Jumlah 151 
Sumber: Laporan Tahunan PA. Klaten 
12. Data perkara yang diputus pada bulan Desember 
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan ini 
adalah 159 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihat dangan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 12 
Faktor Penyebab Perceraian pada Bulan Desember 
 
No Faktor penyebab Perceraian  Jumlah Perkara 
1 Krisis Akhlak 4 
2 Cemburu 1 
3 Kawin Paksa 1 
4 Ekonomi 23 
5 Tidak Ada Tanggung Jawab 25 
6 Gangguan pihak keiga 7 
7 Tidak ada keharmonisan 98 
 Jumlah 159 
Sumber: Laporan Tahunan PA. Klaten 
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BAB IV 
ANALISIS HASIL PENELITIAN 
 
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 
Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Klaten mengenai faktor-
faktor penyebab perceraian pada tahun 2016, maka terdapat 1.804 perkara 
yang telah diputuskan oleh Pengaddilan Agama Klaten.
55
 Sedangkan 
faktor-faktornya dikelompokkan sebagai berikut: 
1. Faktor Moral 
Faktor ini dibagi lagi menjadi 3 faktor berjumlah 79 perkara, yaitu: 
a. Faktor karena poligami tidak sehat tidak ada perkara yang diputus 
b. Faktor karena krisis akhlak yaitu sebanyak 54 perkara 
c. Faktor karena cemburu yaitu sebanyak 25 perkara 
2. Faktor Meninggalkan Kewajiban 
Faktor ini dibagi lagi menjadi 3 faktor berjumlah 733 perkara, yaitu: 
a. Faktor karena kawin paksa yaitu sebanyak 12 perkara 
b. Faktor karena ekonomi yaitu sebanyak 304 perkara 
c. Faktor karena tidak ada tanggung jawab yaitu sebanyak 417 
perkara 
3. Faktor Menyakiti Jasmani 
Faktor ini dibagi lagi menjadi 2 faktor berjumlah 4 perkara, yaitu: 
a. Faktor karena kekejaman jasmani yaitu sebanyak 3 perkara 
b. Faktor karena kekejaman mental yaitu sebanyak 1 perkara 
                                                             
55 Sumber Data, Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klaten tahun 2016 
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4. Faktor Terus Menerus Berselisih 
Faktor ini dibagi lagi menjadi 3 faktor berjumlah 986 perkara, yaitu: 
a. Faktor karena politis tidak ada perkara yang diputus 
b. Faktor karena gangguan pihak ketiga yaitu sebanyak 128 perkara 
c. Faktor karena tidak ada keharmonisan yaitu sebanyak 858 perkara 
5. Faktor kawin dibawah umur tidak ada perkara yang diputus 
6. Faktor karena dihukum tidak ada perkara yang diputus 
7. Faktor karena cacat biologis yaitu sebanyak 2 perkara 
8. Faktor lain-lain (dalam hal ini adalah murtad) tidak ada perkara yang 
diputus. 
 Melihat faktor-faktor diatas dan melihat jumlah total perkara 
perceraian yang diputus oleh hakim di Pengaddilan Agama Klaten pada 
tahun 2016, maka faktor-faktor yang menyebabkan perceraian jika 
dianalisis dan diprosentasekan adalah sebagai berikut: 
Tabel 13 
Faktor Penyebab Perceraian di Klaten Tahun 2016 
 
No 
Faktor Penyebeb 
Perceraian 
Jumlah 
Faktor 
Jumlah 
Total 
Perkara 
Dalam 
Persen 
(%) 
1 Faktor tidak harmonis 858 1804 47.56% 
2 
Faktor tidak tanggung 
jawab 
417 1804 23.11% 
3 Faktor ekonomi 304 1804 16.85% 
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4 
Faktor gangguan pihak 
ketiga 
128 1804 7.09% 
5 Faktor krisis akhlak 54 1804 2.99% 
6 Faktor cemburu 25 1804 1.38% 
7 Faktor kawin paksa 12 1804 0.66% 
8 Faktor kekejaman jasmani 3 1804 0.16% 
9 Faktor cacat biologis 2 1804 0.11% 
10 Faktor kekejaman mental 1 1804 0.05% 
 
Melihat analisis di atas, maka faktor yang menjadi penyebab 
terjadinya perceraian adalah faktor karena tidak harmonis sebanyak 858 
perkara dengan prosentase 47,56%, faktor tidak tanggung jawab 
sebanyak 417 perkara dengan prosentase 23.11%, faktor ekonomi 
sebanyak 304 perkara dengan prosentase 16.85%, faktor gangguan 
pihak ketiga sebanyak 128 perkara dengan prosentase 7.09%, Faktor 
krisis akhlak 54  perkara dengan prosentase 2.99%, Faktor cemburu  25 
perkara dengan prosentase 1.38%, Faktor kawin paksa 12 perkara 
dengan prosentase 0.66%, Faktor kekejaman jasmani 3 perkara dengan 
prosentase 0.16%, Faktor cacat biologis 2 perkara dengan prosentase 
0.11%, Faktor kekejaman mental 1 perkara dengan prosentase 0.05% 
dari jumlah total 1804 perkara perceraian yang diputus oleh hakim di 
Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2016. 
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B.  Faktor-faktor Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam 
Memutuskan Perkara 
Pada dasarnya faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan 
hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah segala sesuatu yang sudah 
ditetapkan oleh Undang-undang. Karena bagaimanapun juga hakim tidak 
bisa memutuskan suatu perkara jika tidak dilandasi oleh kekuatan hukum 
yang tetap dan telah diatur oleh Undang-undang. Mengenai faktor-faktor 
yang menjadi dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Klaten 
dalam memutuskan perkara adalah sebagai berikut: 
Pertimbangan dalam hal kewenangan untuk memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan gugatan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) 
huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan 
UU Nomor 50 Tahun 2009. 
Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu bahwa 
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun 
tidak berhasil. 
Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan verstek karena 
tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain 
menghadap sebagai wakilnya. 
Untuk menemukan fakta-fakta di persidangan,pertimbangan  
majelis hakim yaitu berdasarkan dari dalil-dalil penggugat yang 
dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan saksi-saksi. 
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Untuk mengetahui alasan untuk perceraian yaitu pertimbangan dari 
UU No. 1 Tahun 1974, bisa juga PP. No. 9 Tahun 1975 ataupun Kompilasi 
Hukum Islam. Sedangkan dalam mengambil pendapat, majelis hakim juga 
menggunakan pendapat dari para ahli untuk di ambil alih menjadi 
pendapat majelis hakim, misalnya para ahli fiqh. 
Untuk masalah dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan, hakim 
menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang cukup 
beralasan serta tidak melawan hukum. 
Pertimbangan hakim untuk memerintahkan kepada Panitera untuk 
mengirimkan satu helai salinan putusan yaitu berdasakan ketentuan Pasal 
84 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 
diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. 
Pertimbangan hakim dalam pembebanan biaya perkara yaitu 
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan 
UU Nomor 50 Tahun 2009. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
Sebagai penutup dari uraian pembahasan yang telah dikemukakan di atas, 
maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan dilengkapi dengan 
saran-saran, sebagai berikut : 
A. Kesimpulan  
1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah faktor 
karena tidak harmonis sebanyak 858 perkara dengan prosentase 
47,56%, faktor tidak tanggung jawab sebanyak 417 perkara dengan 
prosentase 23.11%, faktor ekonomi sebanyak 304 perkara dengan 
prosentase 16.85%, faktor gangguan pihak ketiga sebanyak 128 
perkara dengan prosentase 7.09%, faktor krisis akhlak 54  perkara 
dengan prosentase 2.99%, faktor cemburu  25 perkara dengan 
prosentase 1.38%, faktor kawin paksa 12 perkara dengan prosentase 
0.66%, faktor kekejaman jasmani 3 perkara dengan prosentase 0.16%, 
faktor cacat biologis 2 perkara dengan prosentase 0.11%, faktor 
kekejaman mental 1 perkara dengan prosentase 0.05% dari jumlah 
total 1804 perkara perceraian yang diputus oleh hakim di Pengadilan 
Agama Klaten tahun 2016. 
2. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 
adalah : 
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a. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, 
namun tidak berhasil. 
b. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum 
syar‟i yang bersangkutan dengan perkara seperti : 
1) UU Nomor 1 Tahun 1974 
2) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU 
Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 
3) PP Nomor 9 Tahun 1975 
4) Kompilasi Hukum Islam 
c. Dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan, hakim menimbang 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta persidangan yang 
cukup beralasan serta tidak melawan hukum 
 
B. Saran-Saran 
Adapun saaran-saran dari penyusun adalah sebagai berikut: 
1. Para hakim yang menangani permasalahan-permasalahan perceraian, 
hendaklah dengan dicermat dan teliti dalam memberi pertimbangan 
serta selalu melakukan usaha-usaha perdamaian semaksimal mungkin 
sehingga dapat menekan angka perceraian sesuai dengan asas 
perceraian yaitu mempersulit perceraian  
2. Masyarakat hendaknya mempersiapkan fisik dan mental sebelum 
melakukan pernikahan, karena dikhawatirkan fisik dan mental yang 
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belum matang akan menambah jumlah perceraian yang semakin lama 
semakin tinggi. 
3. Untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa syari‟ah agar selalu 
berusaha meningkatkan pendalaman hukum Islam khususnya Hukum 
Perkawinan, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang 
sedang dihadapi masyarakat. 
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